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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang debitor lainnya dalam

hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan adalah mempunyai hak mendahulu dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala utang-

utang lainnya. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang

perpajakan, kepailitan, penagihan dan penyitaan pajak, serta terhadap putusan pengadilan, baik pada tingkat

Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Adanya norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Sebagaimana Terakhir Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan mengenai hak mendahulu utang pajak dan ketentuan larangan bagi Kurator untuk

membagi harta wajib pajak (dalam pailit) kepada kreditor lain sebelum utang pajak lunas, telah

mengeliminir hak-hak yang dimiliki oleh Kreditor lainnya, termasuk Kreditor pemegang hak jaminan

kebendaan dan hak buruh dan hak preferen lainnya. Kepastian hukum yang dimiliki oleh Kreditor Separatis

dan Preferen telah diterobos oleh adanya hak mendahulu untuk utang pajak dalam hal tegadi kepailitan.

Baik Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, pekerja dan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator

telah dinyatakan pula sebagai hak mendahulu secara tidak jelas oleh peraturan perundangan sektoralnya,

yaitu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang

Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalahan kedua, mengenai penyelesaian utang

pajak dalam kepailitan, dari hasil penelitian diketemukan permasalahan dalam adanya ketidakpastian hukum

dalam penyelesaian utang pajak, dimana hakim mempunyai pendapat berbeda. Untuk memecahkan

permasalahan mengenai urutan prioritas Kreditor dalam kepailitan dan cara penyelesaian utang pajak adalah

dengan mengatur urutan prioritas Kreditor secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan

melakukan sinkronisasi peraturan di bidang perpajakan, ketenagakeijaan, hak jaminan dengan Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU.

......This thesis discusses the position of priority on the satisfaction of the tax debts with other debt of

Debitor in Bankruptcy. The position of the tax debt in Act of General Conditions of Taxation is that the tax

debt have the right to priority compared with all other debts. Legal research is done on the act in the field of

taxation, bankruptcy, tax billing, and the decision of the court, either at the Commerce Court and the

Supreme Court. There is a norm in the Law Number 6 Year 1983 As Last changed with Law Number 28

Year 2007 on General Condition on Taxation, right of tax debts to priority and the prohibition for Curator to

share property of Debitor to other creditors before the tax debt in fullfill, has eliminate other creditors right,

including secured creditors with rights of collateral, and labor rights and other prefereed rights. Legal

certainty that the other preferred and secured creditors has been ruled out by the priority rights of tax debt in

case of bankruptcy. Secured creditor and wage labor and cost of bankruptcy and recompense for Curator has

also declared have the priority right by each their act, which is the Employment Act and the Bankruptcy Act

and PKPU, Act of Assurance and Indemnity. Second problem, concerning the settlement of tax debts in

https://lib.ui.ac.id/detail?id=122308&lokasi=lokal


bankruptcy, the results of research found problems in the legal uncertainties in the settlement of tax debts,

which the judges have a different opinion. To solve the problems on a priority right of creditors in

bankruptcy and tax debt settlement is to set the priority position of each creditors explicitly in the

Bankruptcy Act and synchronize reguiations in the field of taxation, employment, secure rights with the

Bankruptcy Act and PKPU.


